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Abstract: This research  raises the  problem;  (1). How  is the  determination of the  sanction  of the  law that  is applied  in the 
Government Regulation  Substitute  Law (PERPPU)  No. 1 of 2016  according  to the  perspective of Islamic Law, (2). How  is 
the determination of the sanction  of the law that is stipulated  in the Government Regulation  in Lieu of Law (PERPPU)  No. 1 
of 2016  according  to the perspective of Indonesian Criminal Law. This research  is a normative legal research  with normative 
juridical approach to trace the legal basis, be it in Islamic law or Criminal Law of Indonesia especially  related  to sanction  of 
kebiri, method of collecting data  using library method, after data  collected and  then analyzed  and  interpreted by using deduc- 
tive method that is to draw general  facts to make  facts or conclusions  gained  previously  into something  special. The results of 
this study conclude  that; (1). In the perspective of Islamic Law, chemical  punishment is categorized  as a punishment that has 
a minimum  and  maximum restriction  determined by the judge,  so it can  be classified as a ta’zir punishment. (2). According 
to the Indonesian Criminal Law perspective, the determination of the sanction  of kebiri aims to safeguard the welfare of the 
Indonesian people  from the pedophile actors,  to give a deterrent effect and  as a form of responsibility  towards  the law of the 
perpetrators. 
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Abstrak: Penelitian ini mengangkat masalah; (1). Bagaimana penetapan sanksi kebiri yang diterapkan dalam  Peraturan Pe- 
merintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)  Nomor  1  Tahun  2016  menurut perspektif  Hukum  Islam,  (2).  Bagaimana 
penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)  Nomor  1 Tahun 
2016  menurut perspektif Hukum  Pidana Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan nor- 
matif yuridis untuk  menelusuri dasar-dasar hukum,  baik itu dalam  hukum  Islam ataupun Hukum  Pidana Indonesia terutama 
yang berkaitan dengan sanksi kebiri, metode pengumpulan data  menggunakan metode kepustakaan, setelah  data  terkumpul 
lalu dianalisis lalu diinterpretasikan menggunakan metode deduktif yaitu menarik fakta yang bersifat umum  untuk menjadikan 
fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi  sesuatu  yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian  ini menyimpulkan 
bahwa;  (1). Dalam perspektif Hukum Islam hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai  hukuman yang memiliki batasan mini- 
mal dan  maksimal  yang ditentukan oleh hakim,  sehingga  dapat digolongkan sebagai  hukuman ta’zir.  (2). Menurut  perspektif 
Hukum  Pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku 
pedofilia,  memberi  efek jera dan sebagai  bentuk  tanggung  jawab terhadap hukum  atas pelakunya. 
 







Keluarga merupakan dasar  dan sumber  utama  da- 
lam interaksi bersosial baik itu ayah, ibu ataupun anak 
memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  komunikasi 
yang baik. Komunikasi sosial yang baik dari orang tua 
terhadap anak  memiliki dampak begitu  besar  dalam 
pertumbuhan mental  anak.  Peran  orang  tua terhadap 
anak begitu penting dalam menjaga, membimbing dan 
mendidik  sehingga  menjadi  pribadi yang benar-benar 
baik, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak. 
Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun men- 
galami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan 
dewasa  saja sekarang  sudah  merambah ke remaja,  anak- 
anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap 
anak semakin sering terjadi dan menjadi  global hampir  di 
berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak 
terus meningkat  dari waktu ke waktu.  Peningkatan terse- 
but tidak hanya  dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang 
terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi 
pelakunya adalah kebanyakan dari  lingkungan  keluarga 
atau lingkungan  sekitar anak itu berada, antara lain di da- 
lam rumahnya sendiri, sekolah,  lembaga pendidikan, dan 
lingkungan sosial anak. 
Dalam ilmu jiwa, masa  transisi dialami anak  mulai 
usia 10 tahun  hingga  17 tahun,  dalam  bukunya Su- 
darsono sependapat dengan pendapat Andi Mappiare 
yang  mengutip Elisabeth  B. Harlock  yang  membagi 
usia  anak  remaja  yaitu  masa  pubertas pada  usia  10 
tahun  atau  12 tahun  sampai  13 tahun  atau  14 tahun, 
masa  remaja  awal pada  usia 13 tahun  atau  14 tahun 
sampai  17  tahun,  masa  remaja  akhir  (masa  dewasa 
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Singgih   D.  Gunarsa  berpendapat  bahwa   pada 
masa remaja seorang  anak mengalami perkembangan 
psikoseksualitas  dan  emosionalitas yang mempengar- 
uhi tingkah lakunya.  Proses  perkembangan yang dia- 
lami  remaja  akan  menimbulkan permasalahan  bagi 
remaja  sendiri  dan  orang-  orang  yang  berada dekat 
dengan lingkungannya.2 
Salah satu masalah yang dihadapi remaja  masalah 
bagi   lingkungannya  adalah  aktivitas   seksual   yang 
akhir-akhir ini nampak menjurus  kepada hal-hal yang 
negatif.  Dikatakan   negatif  karena   para   remaja   ber- 
sikap dan  bertingkah  laku yang  menyimpang, hal ini 
dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam  pe- 
rilaku seksual yang  disalurkan  secara  salah  dan  tidak 
pada  tempatnya, misalnya  hubungan seksual dengan 
sesama  jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup 
umur  dan  sebagainya.Latar belakang  kecenderungan 
kasus ini karena  pelaku  biasanya memanfaatkan rasa 
percaya yang ada pada korban bahwa pelaku tidak 
mungkin melakukan hal seperti itu atau  terjadi karena 
kekerasan dan paksaan terhadap korban.3 
Dilihat dari karakteristik perbuatan kaum  pedofilia 
bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. 
Anak-anak sebagai  korban  mestinya  dilindungi  dan 
memperoleh pelayanan khusus,  terutama di  bidang 
hukum.  Secara  yuridis  pihak  yang  dituntut  bertang- 
gung  jawab  adalah eksploitatornya atau  pelakunya. 
Selama  ini undang-undang yang sering dipakai untuk 
mengadili  penjahat ini adalah dengan KUHP  Pasal 
292 Pasal 64 tentang pencabulan. Tuntutan maksi- 
malnya  5 tahun  penjara dipandang aktifis perlindun- 
gan anak sudah  tidak relevan untuk memberikan efek 
jera bagi si pelaku.  Selain itu, dalam  Pasal 287 KUHP 
disebutkan dengan sanksi maksimal  9 tahun  penjara. 
Namun   dalam  hal  tidak  ada  pengaduan, maka  pe- 
nuntutan tidak akan dilakukan.4  Hal ini tentu menjadi 
titik lemah  dalam  KUHP karena  pada  kenyataannya, 
korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian 
tersebut  dengan berbagai alasan  seperti ancaman dan 
rasa malu. 
Pasal-Pasal  tersebut   nyatanya tidak  memberikan 
efek jera bagi pelaku  tindak  pidana pedofilia.  Hal ini 
dibuktikan   dengan semakin   banyak   dan   maraknya 
kasus  kekerasan/ pelecehan seksual  terhadap anak. 
Hukuman yang  berlaku  dari  tahun   ke  tahun   tidak 
mengalami perubahan. Hal ini merupakan kelemahan 
hukum  yang  ada  karena  hukuman yang  seharusnya 
bisa memberikan perlindungan dan pencegahan men- 





2Y.SinggihD.Gunarsa,   Psikologi   Remaja,   (Jakarta:    Gunung    Mulia. 
1991),h.  3 
3SayyidSabiq,FiqihSunnah9, Alih bahasa  M. Nabhan  Husein.  (Band- 
ung: Al-Ma’arif. 1995),h.3 
4Pasal 287 KUHP. 
karenanya perlu ada sebuah upaya  hukum  yang baru 
untuk  memberikan efek jera sekaligus sebagai  tinda- 
kan  pencegahan agar  bisa mengurangi bahkan tidak 
terjadi lagi kasus pedofilia  tersebut.  Salah  satu upaya 
hukum  tersebut   adalah dengan melakukan pemba- 
haruan hukum   pidana dan  mencantumkan  hukum 
kebiri  sebagai  hukuman bagi  pelaku  tindak  pidana 
pedofilia. 
Presiden  Joko  Widodo  telah menandatangani Per- 
aturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PER- 
PPU) Nomor 1 Tahun  2016 tentang  perubahan kedua 
Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Per- 
lindungan Anak. 
PERPPU ini memperberat sanksi bagi pelaku  keja- 
hatan  seksual,  yakni hukuman mati,  penjara seumur 
hidup,  maksimal  20  tahun  penjara dan  minimal  10 
tahun  penjara, juga mengatur tiga sanksi tambahan, 
yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas  ke pub- 
lik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. 
Pada   dasarnya pemberlakuan sanksi  kebiri  yang 
diterapkan  dalam   PERPPU   Nomor   1  Tahun   2016 
adalah untuk  menanggulangi maraknya perilaku  pe- 
dofilia di Indonesia yang  terus  meningkat  dari tahun 
ke tahun  dengan tujuan  utama  adalah memberi  efek 
jera bagi pelaku pedofila.  namun nantinya penerapan 
Sanksi  Kebiri Kimia di  Indonesia apakah  mencapai 
maksud  dan  tujuan  yang  diharapkan dan  bagaima- 
na  implementasi dan  efektifitas sanksi kebiri tersebut 
bagi pelaku  pedofilia, maka  dari latar belakang  diatas 
penulis merasa  perlu untuk mengkaji lebih dalam  ten- 
tang  penerapan sanksi  kebiri kimia  yang  diterapkan 
dalam  PERPPU Nomor  1 Tahun  2016. 
 
Metode Penelitian 
Metode  penelitian   yang  digunakan dalam  penu- 
lisan ini terdiri dari berbagai cara  dan  kegiatan  yang 
dilakukan   dalam   rangka   mengumpulkan data-data 
dan  bahan-bahan yang diperlukan  untuk  melengkapi 
penyusunan tesis. penulis  menggunakan metode pe- 
nelitian  kepustakaan (library  research)   yaitu  peneli- 
tian hukum  yang dilakukan  dengan cara meneliti dan 
mengadakan penelusuran literatur hukum  serta men- 
ganalisa  data  sekunder  untuk  memperoleh data-data 
atau  kebenaran yang akurat  sesuai dengan peraturan 
yang  berlaku  guna  mendapatkan  kepastian hukum 
tetap. 
Peneliti ini merupakan penelitian  normatif atau 
kepustakaan yang mana  data-datanya diperoleh baik 
dari  PERPPU,  KUHP,  peraturan perundang- undan- 
gan, arsip, data  resmi pada  instansi-instansi pemerin- 
tah, data  yang dipublikasikan  dan  data-data lain. Se- 
lain itu masih banyak  lagi data  yang dapat digunakan 
dalam  rangka  penyusunan tesis ini, seperti  majalah, 
jurnal,  atau  koran-koran yang  berkaitan  dengan ba- 
hasan  tesis ini. Adapun  pendekatan yang  penyusun 
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pakai  adalah pendekatan normatif  yuridis yaitu 
pendekatan  yang  berusaha  menelusuri dasar-dasar 
hukum,  baik itu dalam  hukum  Islam ataupun Hukum 




1.       Menurut Hukum  Islam 
Di Indonesia lihat dari segi keberlakuan hukum  Is- 
lam,  mempunyai 2 alasan,5   yaitu;  Pertama, berlaku- 
nya hukum  Islam secara  normatif,  artinya  bagian  hu- 
kum  Islam yang  mempunyai sanksi  kemasyarakatan 
apabila   hukum  Islam  itu  di  langgar.  Bagian  hukum 
ini terutama hukum  Islam yang  mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhan. Dipatuhi  atau  tidak dipatuhi 
hukum  Islam itu dalam  masyarakat sangatlah tergan- 
tung  pada  keyakinan  dan  kesadaran keimanan um- 
mat Islam itu sendiri. Kedua, berlakunya hukum  Islam 
secara yuridis formal yaitu bagian  hukum  yang meng- 
atur hubungan antara manusia dan  mengatur hubun- 
gan manusia dengan makhluk yang lainnya. 
Hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum positif, 
karena  perundang-undangan menghendaki untuk itu, 
misalkan  saja pada  Pasal  2 ayat  (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan, hukum Ke- 
warisan berdasarkan Pasal 49Undang-Undang Nomor 
7 Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama dan Undang- 
Undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria jo PP Nomor  5 Tahun  1977  ten- 
tang  Perwakafan Tanah  Milik.6  Dalam  sebuah  semi- 
nar  yang  diselenggarakan di Paris pada  tahun  1952, 
para  peserta  yang  menghadiri “The  Week Of Islamic 
Law” (Pekan  Hukum  Islam) yang terdiri dari para  ahli 
perbandingan hukum  menyatakan bahwa:  “Asas-asas 
hukum  Islam mempunyai nilai tinggi yang tidak dapat 
diperkaitkan lagi” di dalam  keputusan lain dinyatakan 
bahwa:  “Dalam  berbagai mazhab  yang  ada  di ling- 
kungan   besar  hukum  Islam,  terdapat kekayaan pe- 
mikiran hukum  serta teknik yang mengagumkan yang 
memberi  kemungkinan kepada hukum  Islam dan  un- 
tukberkembang memenuhi semua  kebutuhan dan pe- 
nyesuaian yang dituntut  oleh kehidupan modern”.7 
Maka  dari  itu  hukum   Pidana  Belanda   maupun 
hukum  Pidana Indonesia, terdapat asas  legalitas  se- 
bagaimana tercantum dalam  Pasal  1 ayat  (1) KUHP, 
meskipun  sudah  berumur ratusan  tahun  yaitu  sejak 




5Abdul Halim, Peradilan  Agama  dalam  Politik Hukum  Indonesia,  (Ja- 
karta: PT. Raja Grafindo Persada,  2000), h. 97 
6Suparman Usman,  Hukum  Islam:Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hu- 
kum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. Kedua, (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2002),   h. 5 
7Maulana  Muhammad Ali, Din Al Islam (Islamilogi), dalam  Suparman 
Usman, Hukum  Islam: Asas-asas dan  Pengantar Studi Hukum  Islam dalam 
Tata Hukum Indonesia,  Cet. Kedua, (Jakarta:  Gaya Media Pratama, 2002), 
h. 9 
kum pidana Islam juga mengenal asas Legalitas yang 
berkenaan dengan unsur  formal  hukum   Pidana Is- 
lam. 
Dalam  hukum  Islam juga mengenal asas  legalitas, 
yang berkenaan dengan unsur  formal hukum  pidana 
Islam yang merupakan salah satu aturan  pokok  yang 
sangat  penting.  Asas legalitas  dalam  hukum  Pidana 
Islam (Fiqh Jinayah): 
Artinya: “Tidak ada tindakan  pidana dan tidak ada 
sanksi  hukuman atas sesuatu  tindakan  tanpa  ada 
aturannya”8  atau “tidak ada pelanggaran dan tidak 
ada hukuman sebelum ada undang-undang yang 
mengaturnya”.9 
 
Asas ini didasarkan kepada Alquran  surat  Al-Isra 
ayat 15: 
Artinya: “Barang  siapa yang beroleh  hidayah 
petunjuk  (menurut panduan Alquran),  maka  ses- 
ungguhnya faedah  petunjuk  yang  didapatinya  itu 
hanya  terpulang kepada dirinya  sendiri,  dan  ses- 
iapa  yang  sesat  maka  sesungguhnya kesan  buruk 
kesesatannya hanya  ditanggung oleh dirinya  juga. 
dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan me- 
mikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usa- 
hanya   sahaja). dan  tiadalah   Kami  mengazabkan 
sesiapapun sebelum   Kami  mengutuskan seorang 
Rasul  (untuk  menerangkan yang  benar  dan  yang 
salah)”.  (QS. Al-Isra [17]:15). 
 
Dalam  hukum  pidana Islam  tidak  dikenal  dengan 
asas  berlaku  surut  (the  principal  of non  retro  activity), 
hal ini adalah konsekwensi  dari asas sebelumnya, sama 
halnya   dengan apa  yang  ada  dalam   hukum   pidana 
umum  yang  juga  tidak  mengenal asas  retroaktif.  Asas 
ini berarti bahwa  Undang-Undang harus berlaku hanya 
bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan  setelah  diun- 
dangkannya ketentuan tersebut,  kelanjutan yang  logis 
dari kenyataan yang demikian bahwa  nash-nash pidana 
tidak  mempunyai kekuatan berlaku  surut  (atsar  raj’i) 
dan sesuatu  perbuatan jarimah hanya  dikenakan huku- 
man  menurut aturan  pidana yang berlaku  pada  waktu 
terjadinya  jarimah.  Jadi para ahli fiqh modern menyim- 
pulkan  bahwa  larangan berlaku  surut merupakan suatu 
prinsip dasar (kaedah Ushuliyah) dari syari’at.10 
Meskipun dalam  hukum  pidana Islam dilarangnya 
berlaku  surut, namun dalam  keadaan tertentu  dapat 
dikecualikan, artinya  peraturan pidana tersebut  da- 
pat  diberlakukan  surut.  Hal  ini dapat di lihat  dari 
2 (dua)  macam, yaitu  : Pertama Pada  jarimah  yang 
sangat  berbahaya dan mengancam ketertiban  umum, 
 
 
8Djazuli, Kaidah-Kaidah   Fiqih, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada,  2007), 
h. 138 
9Suparman Usman, Hukum Islam,  h. 131 
10Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at 
Dalam Wacana  Dan Agenda, (Jakarta:  Gema Insani. 2003), h. 13 
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seperti  jarimah  qadzaf  (menuduh orang  melakukan 
zina) dan  hirabah (pemberontak/ perampokan). Ked- 
ua hal ini merupakan perbuatan yang telah terjadi di- 
masa lampau  dan hukumannya atau pidananya tetap 
menjadi pidana sampai sekarang. Kedua Pada jarimah 
yang menguntungkan tersangka, apabila  keluar suatu 
nash  atau  aturan  pidana yang  baru  dan  lebih ringan 
dari  hukuman  sebelumnya maka   nash  inilah  yang 
diterapkan untuknya. Meskipun  ketika  mengerjakan 
perbuatannya nash yang berlaku berisi hukuman- 
hukuman yang  lebih  berat.  Syarat  yang  diperlukan 
terhadap nash  yang akan  diberlakukan surut tersebut 
adalah bahwa  keputusan hukuman yang  dijatuhkan 
kepadanya berdasarkan nash  yang lama  yang belum 
mendapatkan kekuatan yang  tetap.  Alasan  pemaka- 
ian peraturan atau  nash yang lebih meringankan bagi 
tersangka  dengan tujuan  hukuman tersebut  member- 
antas jarimah (kejahatan) atau melindungi masyarakat 
dari keburukan-keburukannya. 
Bukan  saja hukum  pidana positif yang telah men- 
genal dan  menerapkannya asas praduga tak bersalah 
sebagai  suatu konsep  dalam  penegakan hukum,  akan 
tetapi konsep  ini telah diletakkan  dalam  hukum  Islam 
jauh  sebelum   dikenal  dalam  hukum  pidana  positif, 
karena  Islam mengajarkan ummatnya untuk tidak 
menghukum  seseorang  tanpa   didukung  oleh  bukti 
yang  kuat.  Menurut  asas  ini semua  perbuatan itu di 
anggap  boleh kecuali bila dinyatakan adanya pelaran- 
gan untuk itu. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak 
bersalah  untuk suatu perbuatan jahat, sebelum  dibuk- 
tikan kesalahan/ kejahatannya pada  suatu  kejahatan 
tanpa  ada  keraguan. Jika  suatu  keraguan yang  be- 
ralasan muncul, seorang  tertuduh harus dibebaskan.11 
Dalam hal ini ternyata Islam memberikan suatu  gam- 
baran  terhadap pelaksanaan hukuman, bahwa  lebih 
baik seorang  hakim  itu menghukum bebas  dari pada 
salah dalam  menetapkan hukuman bagi tersangka. 
Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguanini 
terkait  erat  dengan asas  praduga tak bersalah, yaitu 
batalnya hukuman karena  keraguan ada didalamnya, 
hal  ini dijelaskan  oleh  hadis  Nabi  Muhammad saw, 
yaitu: 
  
̬̉ ȉ˲ ̵˴̤Ǫ ̬̉ ̺̝˻̪ ߱◌Ǫ ǳԹǶ ̬ˊ ˰̻˴̽ ˅̰˙˰˨ ː ̋̾ ǵˈ ̬ˊ ˰ࠉ ˅̰˙ ˰˨ Ȉޠˋ̤Ǫ ȇ˲̸ˈࠉǪ ǳ̸˷ҡǪ ̬ˊ ̬˲ݔ ̤Ǫ˰ˋ̉ 
˅̰˙ ˰˨ ȅߐ ȅ˅̙ ,۫̋̄˕ ̑˷ Ǫ ˅̪ ۸ ̧̫˸߼Ǫ ̬̉ ǳȇ˰ ߬◌Ǫ ǪǧǵǳǪ :߼˷ȇ ̴̧̾̊ ߷Ǫ ˽ࠉ  ߷Ǫ ȃ̸ ǵ˷ ȃ˅̜ : 
ߦ˅̜ ː˻ˀ˅ ̊ ̬̉ ǭȇ˲̉ ːˈ̸̤̝̋Ǫ ߆ Ǥ̹֮̄ ȅǪ ̬̪ ٸ˭ ̸̙ ȃ˅̊ ߆ Ǥ̹֮̄ ȅǪ Ȅ˅̪ҟԷ˅̙ ̀ˌࠉ ˷ Ǫ̸̧ࠉ ǰ˲ ࠉ ࠉ. 
Artinya: “Diceritakan dari Abdurrahman ibn Aswad 
abu  ‘Amr  al-Basriyyu,   diceritakan  dari  Muham- 
mad  ibn Robi’ah,  diceritakan dari Yazid  ibn Ziyad 
al-Damasyqiyyu dari Azzuhri  dari ‘Urwah dari Ai- 
syah berkata: Rasulullah saw bersabda: Hindarkan 
 
 
11Nagaty  Sanad,  The Theory of Crime and criminal responsibility in Is- 
lamic, dalam  Topo  Santoso,  Menggagas  Hukum  Pidana  Islam; Penerapan 
Syari’at  Islam dalam  Konteks Modernitas,  (Jakarta:  Asy-Syaamil Press  & 
Grafika, 2001), h.14 
bagi  muslim   hukuman hudud   kapan  saja kamu 
dapat dan bila kamu  dapat menemukan jalan un- 
tuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik 
salah dalam membebaskan dari pada salah dalam 
menghukum”.12 
 
Menurut  Abdul Qadir  ‘Audah,  keraguan yang  di- 
maksudkan adalah segala hal yang kelihatan  dan  ter- 
bukti adanya, namun pada kenyataannya adalah tidak 
terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang 
mungkin  secara  konkret  muncul,  pada  hal tidak ada 
ketentuan untuk  itu dan  tidak ada  dalam  kenyataan 
sendiri.Mazhab  Syafi’i  mengklasifikasikan keraguan 
ini dalam  tiga kategori, yaitu13  (1) Keraguan  berkaitan 
dengan tempat.  (2) Keraguan  yang  disebabkan oleh 
pelakunya. (3) Keraguan  formal (muncul karena  tidak 
sepakatnya para  fuqaha  untuk  suatu  masalah). Bisa 
saja  bahwa  keraguan itu muncul  oleh  karena  bukti- 
bukti  yang  dihadirkan  tersangka   sangatlah  kurang, 
akan  tetapi  dapat juga terjadi jika seseorang melaku- 
kan  suatu  perbuatan yang  diancam hukuman had 
dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri, 
maka  akan  muncul  keraguan jika pengakuannya  itu 
kemudian ditarik atau  tidak diakui di dalam  persidan- 
gan. Dalam  kaitan  ini imam Abu Hanifah,  berpenda- 
pat  bahwa  lemahnya atau  tidak  pentingnya sesuatu 
dapat pula memunculkan keraguan.Dalam kejahatan 
hudud, keraguan itu membawa kepada pembebasan 
terdakwa  atau dari hukuman had bisa saja hakim har- 
us menetapkan hukuman ta’zir. 
Hukum  Pidana Islam memiliki ketentuan yang da- 
pat  menjadi  pertimbangan apakah suatu  perbuatan 
yang  bisa  dikatakan jarimahapabila  memenuhi  tiga 
unsur sebagai  berikut:14 
a. Adanya unsur formal (al-rukn al-syar’i), adanya 
larangan-larangan atau  suatu  perbuatan tertentu 
yang   disertai   ancaman  hukuman  sesuai   pada 
nash. 
b.   Unsur material  (al-rukn al- madi) suatu  perbuatan 
yang membentuk jarimah,  yang termasuk  kategori 
tersebut pelanggaran atas perbuatan atau mening- 
galkan yang telah diwajibkan. 
c.   Unsur moral (al-rukn al abadi) obyek yang dikenai 
hukuman, atau  bisa  dikatakan pelaku  kejahatan. 
Dapat   menerima khitab  atau   dapat  memahami 
taklif, Artinya  pelaku  kejahatan  adalah  mukallaf 
sehingga  mereka  dituntut  atas  kejahatan yang te- 
lah diperbuat. 
Dalam  kasus  tindak  pidana pedofilia,  Islam men- 





12Topo  Santoso,  Membumikan Hukum Pidana  Islam,  h. 15 
13Topo  Santoso,  Membumikan Hukum Pidana  Islam,  h. 15 
14Topo  Santoso,  Membumikan Hukum Pidana  Islam, h. 17 
SUFYAN: Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana      57  
 
 
karena    menyalahi  aturan    yang   sudah   ditentukan 
dalam  nash.  Pedofilia merupakan perbuatan ber- 
tentangan dengan akhlak  dan  fitrah manusia karena 
banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan  baik itu 
untuk pelaku  ataupun korban. Tindakan pedofilia di- 
lakukan  atas  dasar  pelampiasan gairah  seksual  yang 
tidak melalui lembaga perkawinan dan  yang menjadi 
obyeknya adalah anak dibawah umur. 
Islam telah  menentukan hukuman untuk  perbua- 
tan  yang  mengancamnya baik  itu  dengan merusak 
sistem kemasyarakatan dan  keselamatan bisa dikata- 
kan  sebagai  perbuatan jarimah  atau  salah  satu  per- 
buatan yang  dilarang  oleh  syara’,  dengan kata  lain 
perbuatan tersebut  diancam oleh Allah dengan huku- 
man  had  atau  ta’zir. Tujuan  pokok  dari  penjatuhan 
hukuman had atau ta’zir adalah pencegahan (ar-rad’u 
waz-zajru),  pengajaran serta  pendidikan.15  Cakupan 
yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini ada- 
lah mencegah diri si pelaku  agar  tidak ada  tindakan 
residivisme16    dan  mencegah diri orang  lain dari per- 
buatan yang  dilarang  tersebut.  Penjatuhan hukuman 
juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik 
dengan adanya rasa  saling menghormati serta saling 
mencintai  antar  sesama  anggota dengan tetap  berpe- 
gang teguh pada  batasan atau  ketentuan. 
Pada  dasarnya tindakan pedofilia dikategorikan 
sebagai  kejahatan kesusilaan  yang  dianggap sangat 
peka  karena  menyangkut masalah kehormatan ma- 
nusia.  Bahkan  dengan tegas  Islam  melarang   segala 
jenis  bentuk   tindakan  penyimpangan  seksual   dan 
segala hal yang mendekatinya. sesuai dengan firman 
Allah Swt: 
Artinya: “Dan janganlah kamu  menghampiri zina, 
Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan  yang 
keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa 
kerusakan).” (QS.  Al-Isra [17]:32) 
 
Ayat tersebut  menyebutkan kata fahisyah yang 
menunjukan bahwa  perbuatan zina adalah suatu  hal 
yang  keji. Apabila  merujuk  pada  tindakan pedofilia 
yang  pelampiasan orientasi  seksualnya adalah untuk 
memuaskan hasrat abnormal dan hanya  tertarik pada 
anak-anak, walaupun perbuatannya masih  dalam 
kategori pendahuluan dari zina, contoh  mufakhadzah 
(memasukkan penis  diantara dua  paha), atau   me- 
masukkannya kedalam mulut,  atau  sentuhan  diluar 
farji. Perbuatan-perbuatan tersebut  dapat menimbul- 
kan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus 
dikenai  hukuman. Disamping  itu, dalam  syariat Islam 
terdapat suatu kaidah  yang berbunyi: 
 
 
15Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”,  (Bandung : CV. 
Pustaka Setia, 2000). h. 21 
16Menurut  Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI): Residivisme adalah 
kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela 
walaupun  ia sudah pernah  dihukum karena melakukan perbuatan itu 
ȄǪ˲˧ ȄǪ˲ ߬◌Ǫ 
ࠉǪ ̾̑ߧ˷̸̤Ǫ Artinya:  “Setiap  perbuatan   yang  
mendatangkan kepada  haram maka hukumnya 
adalah haram”.17 
 
Berdasarkan  kaidah    tersebut    setiap   perbuatan 
yang pada  akhirnya  akan  mendatangkan dan  menju- 
rus pada  perzinahan merupakan perbuatan yang dila- 
rang dan  diancam dengan hukuman. Meskipun pada 
umumnya  para   fuqaha   sepakat   bahwa   perbuatan 
yang  dianggap zina  adalah persetubuhan terhadap 
farji manusia yang  masih  hidup,  namun dalam  pen- 
erapan pada  kasus-kasus  tertentu  terdapat beberapa 
perbedaan pendapat. 
Pedofilia  dalam  Islam  dikategorikan sebagai  per- 
buatan melanggar  hukum  atau  jarimah  dan  ada  hu- 
kuman  atau  sanksi berupa had  atau  ta’zir bagi orang 
yang melakukannya. Seks yang sesuai dengan syariat 
Islam  adalah kegiatan   seks  dilakukan   dengan  jalur 
perkawinan, kegiatan  tersebut  dilakukan  secara  het- 
eroseksual, dilakukan  oleh orang  yang sudah  mampu 
dalam  konteks  ini adalah baligh,  kegiatan  seks juga 
bertujuan untuk  reproduksi   atau  memperoleh  ketu- 
runan  sebagai  proses regenerasi.18 
Tindakan penyimpangan seksual  seperti  pedofilia 
apabila  disandingkan dengan tindakan pemerkosaan 
karena  mengandung unsur  yang  sama  yaitu  pemak- 
saan  bahkan kekerasan, ancaman fisik dan  psikolo- 
gis maka  kejahatan sadistis ini pelaku  harus  dijatuhi 
hukuman yang  berat  yaitu  hukuman perbuatan  zina 
dan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir adalah hukuman 
yang ditetapkan oleh hakim, yang berat ringannya ter- 
gantung  dari jenis kejahatan yang dilakukan.19 
 
2. Menurut Hukum Pidana Indonesia 
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain 
halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejaha- 
tan”  (crime atau  Verbrechen atau  misdaad) yang  di- 
artikan  secara  kriminologis dan  psikologis. Mengenai 
isi dari  pengertian tindak  pidana tidak ada  kesatuan 
pendapat di antara para  sarjana. Sebagai  gambaran 
umum  pengertian kejahatan atau  tindak pidana yang 
dikemukakan oleh  Djoko Prakoso  bahwa  secara  yu- 
ridis pengertian kejahatan atau  tindak  pidana adalah 
“Perbuatan yang  dilarang  oleh  Undang-Undang dan 
pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko 
Prakoso  menyatakan bahwa  secara  kriminologis keja- 
hatan  atau tindak pidana adalah “Perbuatan yang me- 
langgar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 
 
 
17Abdullah  Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-Mughni,   juz VIII, (Dar 
Al-Manar, 1368 H), h. 181 
18Baidatul Muchlis Asti, Seks Indah Pernuh Berkah, (Semarang:  Pustaka 
Adnan, 2006), h. 130 
19Huzaemah T. Yanggo,  Fiqh  Perempuan Kontemporer,  (Jakarta:  Al- 
Mawardi Prima, 2001), h. 47-48 
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dan   mendapatkan reaksi  negatif  dari  masyarakat”, 
dan  secara  psikologis  kejahatan atau  tindak  pidana 
adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang ber- 
sifat melanggar  hukum,  yang disebabkan oleh faktor- 
faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tersebut”.20 
Menurut   Wirjono  Prodjodikoro, “Pidana adalah 
hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa 
yang  dilimpahkan kepada  seorang   oknum   sebagai 
hal yang tidak enak dirasakannya, dan  juga hal yang 
tidak sehari-hari dilimpahkan.21 Sedangkan A. Ridwan 
Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemah- 
kan  strafbaarfeit  dan  mengartikannya sebagai  suatu 
perbuatan atau  tindakan yang terlarang  dan diancam 
dengan  hukuman oleh  undang-undang.22     Menurut 
Van  Hamel,  arti dari  pada  pidana atau  straf menu- 
rut hukum  positif adalah: “Sesuatu penderitaan yang 
bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan 
yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama  neg- 
ara sebagai penanggung jawab dari ketertiban  hukum 
bagi  seorang   pelanggar, yakni  semata-mata karena 
orang tersebut  telah melanggar  sesuatu  peraturan hu- 
kum yang ditegakkan oleh negara”.23 
Sehubungan dengan pengertian pidana seba- 
gaimana tersebut  di  atas,  Andi  Hamzah   mengemu- 
kakan  bahwa   menurut hukum  positif,  rumusan  ke- 
tentuan pidana tercantum dalam  Bab II Pidana Pasal 
10  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP), 
dinyatakan bahwa   pidana terdiri  atas  :  (1)  Pidana 
pokok  yaitu:  (Pidana mati;  Pidana penjara; Pidana 
kurungan; Pidana denda). (2) Pidana tutupan. (3) Pi- 
dana  tambahan yaitu: (Pencabutan hak-hak  tertentu; 
Perampasan  barang-barang tertentu;   Pengumuman 
putusan hakim).24 
Secara  umum  hukum  pidana berfungsi  mengatur 
dan  menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar 
dapat tercipta  dan  terpelihara ketertiban  umum.  Ma- 
nusia hidup  dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan 
kebutuhan, antara satu  kebutuhan dengan yang  lain 
tidak  saja  berlainan, tetapi  terkadang saling  berten- 
tangan. Dalam rangka  memenuhi kebutuhan dan  ke- 
pentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar 
sikap dan perbuatannya tidak merugikan  kepentingan 
dan  hak orang  lain, hukum  memberikan rambu-ram- 
bu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia 
tidak sebebas-bebasnya berbuat dan  bertingkah  laku 
dalam  rangka mencapai dan memenuhi kepentingan- 
nya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada  setiap 
 
 
20Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka Dan Peranan 
Psikologi Dalam Konteks KUHAP, (Jakarta:  Bina Aksara, 1987),   h. 137 
21Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia,  (Band- 
ung: PT. Eresco,1989), h. 1 
22A. Ridwan Halim, Hukum Pidana  Dan Tanya Jawab  (Jakarta:  Ghalia 
Indonesia,  1982), h. 31. 
23P.A.F.  Lamintang,  Hukum  Penitensier  Indonesia,  (Bandung:  Alumni, 
1984), h. 47 
24Andi Hamzah,  KUHP & KUHAP, (Jakarta:  PT. Rineka Cipta,  2006), 
jenis  hukum,   termasuk   didalamnya hukum   pidana. 
Oleh sebab  itu, fungsi yang demikian  disebut  dengan 
fungsi umum  hukum  pidana. 
Secara  khusus  sebagai  bagian  hukum  publik, hu- 
kum pidana memiliki fungsi sebagai  berikut : 
a.  Fungsi  melindungi  kepentingan hukum  dari  per- 
buatan yang menyerang atau  memerkosanya dan 
termasuk  tindak  kejahatan pedofilia.  Kepentingan 
hukum,   adalah  segala  kepentingan  yang  diper- 
lukan  dalam   berbagai  segi  kehidupan  manusia 
baik  sebagai  pribadi,  anggota masyarakat, mau- 
pun anggota suatu  Negara,  yang wajib dijaga dan 
dipertahankan  agar   tidak   dilanggar/   diperkosa 
oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua  ini di- 
tujukan  untuk  terlaksana dan  terjamin  ketertiban 
di dalam  segala bidang  kehidupan. 
b.  Memberi dasar legitimasi bagi Negara  dalam  rang- 
ka  Negara  menjalankan fungsi mempertahankan 
kepentingan  hukum   yang   dilindungi.   Tindakan 
untuk mempertahankan kepentingan hukum  yang 
dilindungi,  dilakukan  oleh  Negara  dengan tinda- 
kan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan. 
Tindakan tersebut  justru  melanggar   kepentingan 
hukum  pribadi yang mendasar bagi yang bersang- 
kutan,  misalnya  dengan dilakukan  penangkapan, 
penahanan, pemeriksaan, yang  lamanya berjam- 
jam   bahkan  berhari-hari,  sampai   yang   paling 
tajam  berupa menjatuhkan sanksi pidana kepada 
petindaknya/ sipelanggarnya tindakan ini, sebagai 
mana  diatas  sudah  diterangkan merupakan tinda- 
kan  yang  justru  menyerang kepentingan hukum 
yang bersangkutan yang dilindungi dengan kekua- 
saan  yang sangat  besar  ini, yaitu kekuasaan yang 
berupa  hak  untuk  menjalankan pidana  dengan 
menjatuhkan pidana, hak  untuk  menyerang  ke- 
pentingan hukum  manusia atau  warganya meru- 
pakan   kekuasaan yang  sangat  besar,  yang  tidak 
dimiliki oleh  siapa-siapa kecuali Negara.  Hak un- 
tuk menjatuhkan pidana ini diatur  dalam  hukum 
pidana itu sendiri. 
c.  Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Nega- 
ra dalam rangka Negara menjalankan fungsi mem- 
pertahankan kepentingan hukum  yang dilindungi. 
Dalam menjalankan fungsi hukum pidana yang dis- 
ebutkan kedua,  hukum  pidana telah memberikan 
hak dan  kekuasaan yang sangat  besar  pada  Neg- 
ara  agar  Negara  dapat menjalankan fungsi mem- 
pertahankan kepentingan hukum  yang  dilindungi 
dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya kekuasaan 
yang sangat  besar itu akan  sangat  berbahaya bagi 
penduduk Negara apabila  tidak diatur dan dibatasi 
sedemikian rupa  sebab  akan  menjadi  bumerang 
bagi  masyarakat dan  pribadi  manusia. Perlakuan 
Negara  dapat menjadi  sewenang-wenang. Peng- 
aturan  hak dan  kewajiban  Negara  dengan sebaik- 
h. 6 
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baiknya  dalam  rangka Negara  menjalankan fungsi 
mempertahankan  kepentingan hukum   yang  dil- 
indungi,  yang  secara  umum  dapat disebut  mem- 
pertahankan dan menyelenggarakan ketertiban 
hukum  masyarakat itu menjadi  wajib.25 
 
Adapun  tujuan  pemidanaan itu adalah: 
a.  Untuk   mencegah   dilakukannya  tindak   pidana 
dengan  menegakkan norma   demi  pengayoman 
masyarakat 
b.  Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pemidanaan sehingga  menjadikan orang  baik dan 
berguna 
c.  Menyelesaikan konflik yang  ditimbulkan  oleh  pi- 
dana,  memulihkan keseimbangan  dan   menda- 
tangkan  rasa damai  dalam  masyarakat 
d.  Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk  menderita- 
kan dan tidak diperkenankan merendahkan marta- 
bat manusia. 
Anak  merupakan  aset   Negara   dan   merupakan 
bagian warga Negara yang harus dilindungi karena 
mereka   merupakan  generasi   penerus  bangsa,  di- 
mana  di masa  yang  akan  datang  akan  melanjutkan 
kepemimpinan bangsa   Indonesia.  Setiap   anak   dis- 
amping  wajib mendapatkan pendidikan formal seper- 
ti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral 
sehingga  mereka  dapat tumbuh menjadi  sosok yang 
berguna bagi masyarakat. 
Kesejahteraan Anak dan  Undang-Undang Nomor 
23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak dan  Un- 
dang-Undang Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang jika dipelajari semua  per- 
aturan  perundang-undangan di atas memuat berbagai 
prinsip-prinsip  umum  perlindungan anak,  yaitu non- 
diskriminasi,  kepentingan terbaik  bagi  anak,  kelang- 
sungan  hidup  dan tumbuh kembang dan menghargai 
partisipasi anak. Namun  demikian  anak tetaplah anak 
yang  kadang  kala melakukan kenakalan yang  dapat 
merugikan  orang  lain yang mengakibatkan anak  ber- 
hadapan pada  situasi yang  belum  semestinya dilalui 
yaitu berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan 
dengan hukum merupakan anak yang berkonflik den- 
gan hukum,  anak yang menjadi  korban  tindak pidana 
dan  anak  yang menjadi  saksi tindak pidana. Didalam 
hukum   setiap  orang  dianggap memiliki  kedudukan 
yang sama. Namun  demikian setiap anak pun dengan 
segala  keterbatasan biologis  dan  psikisnya  memiliki 
hak yang sama  dengan orang  dewasa, anak  memiliki 
hak  yang  sama  dalam  setiap  aspek  kehidupan, baik 
itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi,  politik, 
 
 
25Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada,  2010), h. 15 
hankam (pertahanan/ keamanan). Prinsip  kesamaan 
hak  antara anak  dan  orang  dewasa  dilatarbelakangi 
oleh  unsur  internal  dan  eksternal  yang  melekat  pada 
diri anak tersebut. 
Pada   umumnya negara-negara modern mencan- 
tumkan  perlindungan hak  asasi  manusia dalam  kon- 
stitusinya.  Pencantuman tentang   hak  asasi  manusia 
dalam  konstitusi  merupakan instrumen   utama   guna 
membatasi kekuasaan yang dijalankan  oleh pemerin- 
tahan. Gagasan tentang  hak asasi manusia di negara 
Indonesia  terdapat   dalam    Undang-Undang  Dasar 
1945,  Undang-Undang Nomor.  39 tentang  Hak Asasi 
Manusia  dan  Undang-Undang Nomor  26 tahun  2000 
tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia.26 
Mengenai   hukuman kebiri  bagi  pelaku   pedofilia 
menurut hak  asasi  manusia terjadi  pro  dan  kontra 
yakni, Komnas HAM (Komisi Nasional  Hak Asasi 
Manusia) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  1 tahun 
2016  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor  23  Tahun   2002  tentang   Perlindungan  Anak 
yang   juga   mencantumkan  tentang    penghukuman 
kebiri secara  kimiawi (chemical  castration)  bagi  para 
pelaku  kejahatan seksual  terhadap anak,  sebaiknya 
dipertimbangkan kembali dan  tidak diterbitkan,  Kom- 
nas HAM memandang bahwa  penanganan kejahatan 
seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, 
seharusnya melalui sebuah tindakan menyeluruh dan 
konsisten  serta tidak hanya  berpusat pada  penghuku- 
man  namun juga  rehabilitasi  dan  tindakan pencega- 
han.  Berdasarkan masukan tersebut,   maka  Komnas 
HAM menyimpulkan bahwa  penanganan masalah 
kekerasan seksual  dengan pemberian hukuman tam- 
bahan  pengebirian (castration)   mereduksi   masalah 
dan  tidak akan  menjawab masalah kekerasan seksual 
yang dihadapi. 
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor   23  Tahun 
2002  tentang  Perlindungan Anak  (UU No.23/2002), 
hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual ter- 
hadap anak  di bawah  umur  adalah 15 tahun  penjara 
dan denda sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 300 juta. 
Frasa   “maksimal”   dalam   ketentuan  sanksi  bagi 
pelaku  pelecehan seksual di atas dapat ditafsirkan se- 
cara  harfiah  bahwa  ada  kemungkinan pelaku  pelece- 
han   seksual   dihukum   lebih  rendah  dari  15  tahun 
penjara. Walaupun setiap  vonis adalah hasil dari per- 
timbangan hukum  hakim berdasarkan bukti dan  fakta 
yang ada,  tetap saja sebagian pihak merasa  ketentuan 
tersebut  tidak cukup  apalagi  jika tujuannya memberi- 
kan  efek  jera  (deterrence). Oleh  karena   itu  banyak 
pihak  menuntut perlunya  tambahan  hukuman yang 
seberat-beratnya bagi pelaku  kejahatan seksual  pada 
 
 
26Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi 
Paragmatik  Bagi Lemahnya  Hukum Indonesia,  (Yogyakarta: Antony 
Lib,2009). h.129. 
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anak-anak yang pada akhirnya memunculkan wacana 
pemberian sanksi kebiri bagi pelaku. 
Dalam  perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap se- 
bagai pelanggaran HAM karena  hasrat seksual adalah 
sesuatu  yang  melekat  dalam  diri manusia yang  tidak 
boleh dihilangkan. Oleh sebab  itu, Ketua Komnas 
Perempuan, Azriana, mengusulkan adanya hukuman 
yang  lebih  manusiawi yakni  dengan penegakan hu- 
kum.  Menurutnya, penegakan  hukum  masih  lemah 
sehingga  kejahatan seksual masih terulang.  Selain 
penegakan hukum,  keterlibatan masyarakat juga per- 
lu untuk pencegahan dini. 
Pendapat tersebut   diperkuat oleh  Komnas  HAM 
yang menemukan bahwa  kekerasan seksual terhadap 
anak  tak melulu  dengan cara  penetrasi  alat kelamin. 
Tetapi   juga  kekerasan  yang   menggunakan  tangan 
atau   benda  tumpul.   Berdasarkan  hasil  diskusi  ter- 
fokus, Komnas  HAM dengan perwakilan  dokter  dan 
Kementerian Kesehatan, dalam  jangka panjang kebiri 
dengan zat kimia bisa menyebabkan berbagai macam 
gangguan kesehatan, misalnya keropos  tulang, ke- 
mandulan, dan  mudah lelah, bahkan memicu  kanker 
serta banyak  side effect dari hukuman kebiri tersebut 
yang masih dalam  tahap  pengkajian.27 
Menurut   pandangan Penulis,  sebenarnya  alasan 
hukuman berat bagi pelaku itu tidak bisa selalu diben- 
turkan  dengan HAM. Sebab  pelaku  kejahatan sendiri 
telah  melanggar   HAM.  Artinya  HAM seseorang  itu 
dibatasi  oleh  HAM orang  lain.  Misalnya  karena  dia 
membunuh, yang artinya  telah melanggar  hak hidup 
orang   lain,  maka   kemudian  dia  dipidana penjara. 
Melalui pidana penjara maka sebagian hak kebe- 
basannya hilang  atau   dibatasi  sebagai   konsekuensi 
telah  melanggar  HAM orang  lain. Dalam  konteks  ini 
hukuman bagi  terpidana tentu  tidak  bisa  dikatakan 
sebagai  bentuk  “pelanggaran HAM” itu sendiri. 
Hal itu mengandung arti bahwa  persoalan yang se- 
harusnya menjadi  pokok  perdebatkan bukan  apakah 
hukuman itu melanggar  HAM atau  tidak,  melainkan 
apakah  hukuman tersebut   efektif  atau   tidak,  tepat 
atau   tidak.   Pertanyaan   selanjutnya  adalah  huku- 
man  apa  yang  lebih  efektif? Jika  jawabannya huku- 
man  yang  seberat-beratnya, maka  apakah hukuman 
seberat-beratnya  haruslah  dengan  hukuman  kebiri 
atau  cukup  dengan pidana penjara maksimal  15  ta- 
hun  atau   barangkali   pidana seumur   hidup?   Untuk 
mengetahui mengenai mana   hukuman yang  paling 
efektif maka kita perlu perhatikan kembali prinsip dan 
tujuan  sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam  Pasal 
47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 






27www.depkes.go.id, diakses pada  tanggal 10/05/2016 
“Tujuan  pemidanaan ialah, mencegah dilakukan- 
nya  tindak  pidana  dengan   menegakkan hukum 
demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana 
dengan   mengadakan pembinaan  sehingga  men- 
jadikannya orang yang baik dan berguna, me- 
nyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh  tindak 
pidana,  memulihkan keseimbangan dan  menda- 
tangkan rasa damai dalam masyarakat,  dan mem- 
bebaskan rasa bersalah pada terpidana”. 
 
Selanjutnya dalam  pada  Pasal  47 ayat  (2) dinya- 
takan bahwa: 
“Pemidanaan  tidak dimaksudkan untuk  menderi- 
takan dan tidak diperkenankan merendahkan mar- 
tabat manusia” 
 
Ketentuan  mengenai tujuan  pemidanaan tersebut 
di atas menurut Penulis harus dijadikan  dasar  pertim- 
bangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri. Efek- 
tifitas tersebut   diukur  dari  adanya  unsur-unsur: (1) 
mencegah; (2)  memasyarakatkan terpidana dengan 
pembinaan; (3)  menyelesaikan konflik; (4)  memuli- 
hkan  keseimbangan dan  mendatangkan rasa  damai 
dalam  masyarakat; serta (5) membebaskan rasa ber- 
salah pada  terpidana. 
Terkait  sikap  Komnas  HAM yang  menolak  PER- 
PPU ini dengan alasan  melanggar  HAM, Komisioner 
Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia Erlinda  men- 
gatakan, hukuman yang  diperberat dalam  PERPPU 
Kebiri  dibuat   untuk  memenuhi rasa  keadilan   para 
korban. HAM dibatasi  oleh  hak  asasi  orang  lain da- 
lam  hal  ini  Undang-Undang.  Keputusan   Pemerin- 
tah  dalam  pemberatan hukuman jangan  dilihat dari 
satu sudut  pandang. PERPPU  itu juga menjadi  jalan 
masuk  untuk  revisi UU Perlindungan Anak. Sedang- 
kan  MENKUMHAM, Yasonna H Laoly  menegaskan 
bahwa  penerapan hukuman tambahan berupa sun- 
tik kimia  kebiri bagi  pelaku  kejahatan seksual  anak 
telah  mempertimbangkan sejumlah  aspek,  termasuk 
kajian  Hak  Asasi Manusia  (HAM). Pemberian huku- 
man  kebiri ini menjadi  kewenangan hakim  sepenuh- 
nya.  Hakim yang nantinya menilai perbuatan pelaku 
dengan melihat fakta-fakta atas kejahatan seksual ke- 
pada  anak yang dilakukannya. Sehingga, hakim tidak 
sembarang memberi  vonis kepada semua  orang yang 
melakukan tindak pidana tersebut. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan  pada   bab-bab  sebel- 
umnya,  maka  penulis  menyimpulkan: Hukuman ke- 
biri kimia (chemical  castration)  menurut pandangan 
hukum  Islam dikategorikan sebagai  suatu  hukuman 
yang  memiliki batasan minimal  dan  maksimal  yang 
ditentukan oleh  hakim,  sehingga  dapat digolongkan 
sebagai   hukuman  ta’zir.  Hakim   berhak   menjatuh- 
kan hukuman kebiri kimia apabila  terdakwa  terbukti 
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melakukan pelanggaran yang  dikategorikan atau  te- 
lah ditentukan dalam  Undang-Undang yang berlaku. 
Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh 
hakim  atau  Waliyyul Amri atas  kadar  minimum  dan 
maksimum  dapat  dikategorikan sebagai   hukuman 
ta’zir  karena   jenis  hukumannya  belum   ada   dalam 
nash  dan  yang berhak  menjatuhkan sanksi kebiri ser- 
ta  menentukan kadar  minimum  dan  maksimumnya 
adalah hakim. 
Hukum kebiri kimia (chemical castration)  terhadap 
pelaku  tindak  pidana pedofilia  atau  penyimpangan 
seksual  kepada  anak-anak menurut hukum   pidana 
Indonesia sudah  mencakup unsur yang terdapat pada 
suatu  hukuman, yaitu:  Sebagai   upaya   pembalasan 
(reverenge) atas perbuatan melanggar  hukum  dan 
ketentuan yang sudah  dibuat  atau  ditetapkan. Meng- 
hapus  dosa  (expianation), dan  memberikan efek jera 
(deterent), agar pelaku tindak pidana tidak melakukan 
pelanggaran yang sama  atau  bahkan sebagai  pelaja- 
ran  bagi  orang  lain  agar  tidak  melakukan tindakan 
menyimpang tersebut.  Penetapan Sanksi kebiri yang 
diterapkan  dalam   PERPPU  Nomor   1  Tahun   2016 
tentang   perubahan kedua   Undang-Undang  Nomor 
23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak bertujuan 
untuk  menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia 
dari  pelaku  pedofilia  dan  memberi  efek jera kepada 
pelaku serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi 
pelaku tindak pidana pedofilia. 
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